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Abstrak


Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi NTT terletak di wilayah lahan kering  pada dataran tinggi Pulau Timor yang memiliki fungsi ekologis untuk daerah tangkapan air, namun juga mengalami permasalahan degradasi lahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, dan juga memenuhi komitmen Indonesia di tingkat global terkait pengendalian perubahan iklim, khususnya target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, telah diterapkan demplot agroforestri berbasis perhutanan sosial sejak tahun 2025, sebagai strategi rehabilitasi lahan, peningkatan tutupan vegetasi, pengelolaan hutan lestari, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kesatuan lanskap. Demplot agroforestri ini terletak di Desa Oebubuk, Kecamatan Mollo, Kabupaten TTS, pada lahan seluas 10 ha, dan menggunakan 2.200 bibit MPTS (Multi Purpose Tree Species). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif yang dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasi pembangunan demplot tersebut sebagai praktik baik untuk wilayah lainnya. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, meliputi BPHL Wilayah IX Mataram sebagai koordinator pelaksanaan program, UPT KPH sebagai pelaksana teknis dan pendamping lapangan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai fasilitator wilayah, serta Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Haumen sebagai pelaksana utama di tingkat tapak, yang dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, hingga pemantauan kegiatan. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas program yaitu adanya dasar pelaksanaan yang jelas dan formal dengan perjanjian kerja sama, dukungan antar pemangku kepentingan, koordinasi dan pendampingan teknis yang intensif, keterlibatan aktif Gapoktan Haumen di tingkat tapak, serta pemantauan dan evaluasi melalui geotagging. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan demplot agroforestri berbasis perhutanan sosial dan berpotensi untuk direplikasi pada wilayah lainnya di Provinsi NTT dalam rangka mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. 
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